
WALi KOTA PALEMBANG 

PROVINS! SUMATERA SELATA:N 

PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG 

NOMOR B TAHUN 2025 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2011 
TENTANG PENYELENGGARAAN TRANSPORTASI 

Menimbang: 

Mengingat : 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALi KOTA PALEMBANG, 

a. bahwa dengan perkembangan sektor transportasi yang semakin
meningkat, dan dalam rangka memberikan pelayanan kepada
masyarakat, perlu diatur ketentuan mengenai lalu lintas dan
angkutan jalan, perkeretaapian, angkutan sungai, danau dan
penyeberangan di Kota Palembang;

b. bahwa sebagai upaya pembinaan yang meliputi penataan,
pengaturan, pengendalian dan pengawasan dibidang
transportasi, khususnya aspek keselamatan, keamanan,
ketertiban dan kelancaran lalu lintas serta peningkatan
pelayanan kepada masyarakat;

c. bahwa Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 ten tang
Penyelenggaraan Transportasi, dianggap sudah tidak sesuai
dengan perkembangan dan aturan yang ada sehingga perlu
dilakukan perubahan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Transportasi;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 484)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024 tentang Perubahan

Ketiga ..... 




























































